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ABSTRAK 

Pelaksanaan dalam hal Penegakan Peraturan Peraturan Daerah terhadap 

Gelandangan, Pengemis, pengamen, Pedagang kaki Lima dengan tugas membantu 

Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi suatu daerah yang tentram, tertib dan 

teratur sehingga pada penyelenggaraan roda Pemerintahan berjalan lancar. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan 

tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat serta faktor apa yang 

menghambat dalam penegakan peraturan daerah tersebut. Metode Penelitian yang 

digunakan adalah normatif (normative legal research) dengan cara mengkaji 

mengenai atauran-aturan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun 

peraturan lain dibawah undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

efektifitas kinerja Satuan Polisi  Pamong Praja dalam menegakkan peraturan 

daerah Kota Gresik terhadap sudah bagus dan pelaksanaan penegakan sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tetapi ada 

beberapa faktor penghambat berupa kurangnya kuantitas dan kualitas Personil, 

terbatasnya sarana prasarana pendukung operasional, kurangnya sosialisasi 

kepada masyarakat dan ketidak pedulian masyarakat mengenai Peraturan Daerah, 

belum optimalnya penegakan hukum kepada para pelanggar serta pemberian 

sangsi yang masih relatif ringan sehingga tidak menimbulkan efek Jera bagi para 

pelanggar. untuk itu disarankan agar Pemerintah Daerah harus mengusulkan 

penambahan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan memenuhi kebutuhan 

sarana dan prasarana yang di butuhkan. 

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja Gresik, Hukum, masyarakat 
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ABSTRACT 

The implementation in terms of enforcing public order against street 

vendors is tasked with assisting the Regional Head in creating a peaceful, orderly, 

and organized region to ensure smooth governance. The purpose of this research 

is to determine the extent of the effectiveness of Civil Service Police tasks in 

enforcing Regional Regulation No. 2 of 2022 in Gresik Regency and to identify 

the factors that hinder Civil Service Police in enforcing the regional regulations. 

The research method used is normative legal research, which involves examining 

legal provisions, including legislation and other regulations under the law. The 

research results show that the effectiveness of Civil Service Police performance in 

enforcing regional regulations in Gresik City is good, and the enforcement 

implementation is in line with Regional Regulation No. 02 of 2022. However, 

there are several inhibiting factors such as the lack of quantity and quality of 

personnel, limited supporting operational facilities and infrastructure, insufficient 

socialization to the public, the public's indifference towards the Regional 

Regulation, suboptimal enforcement of the law against violators, and relatively 

lenient sanctions that do not have a deterrent effect on the violators. Therefore, it 

is recommended that the Regional Government propose an increase in Civil 

Service Police personnel and fulfill the required facilities and infrastructure. 

Key Word: Civil Service Police Gresik, Regulation, Community 
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